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This study aims to analyze the legal status of digital gold as an object
of pawn agreements under Indonesian civil law. It employs a
normative legal method using statutory and conceptual approaches.
The findings indicate that digital gold can be classified as an
intangible movable asset due to its economic value, transferability,
and ownership characteristics. Therefore, it may serve as valid
collateral in pawn agreements if certain requirements are fulfilled,
including transfer through electronic systems. However, the absence
of specific regulations creates legal uncertainty. Thus, clearer legal
frameworks are necessary to ensure legal certainty and provide
adequate protection for all parties involved in digital pawn
transactions.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan hukum emas digital
sebagai objek gadai dalam hukum perdata Indonesia. Metode yang
digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan
perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai benda bergerak
tidak berwujud karena memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dan
dialihkan. Oleh karena itu, emas digital dapat dijadikan objek
Jjaminan gadai sepanjang memenuhi syarat tertentu, termasuk adanya
mekanisme penyerahan melalui sistem elektronik. Namun, belum
adanya pengaturan khusus menimbulkan ketidakpastian hukum,
sehingga diperlukan regulasi yang jelas untuk memberikan
perlindungan dan kepastian hukum bagi para pihak.
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Pendahuluan

Kemajuan teknologi di era digital kini telah menimbulkan transformasi signifikan di
berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang investasi. Transformasi ini ditandai dengan
munculnya berbagai inovasi berbasis teknologi finansial yang mengubah cara masyarakat
untuk melakukan investasi dengan cara yanglebih efisien dan modern.

Investasi adalah Kegiatan yang dilakukan dengan tujuan mendapatkan keuntungan di
masa mendatang Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi diartikan sebagai penempatan

dana atau modal pada suatu perusahaan maupun proyek guna memperoleh laba. Pada ranah

417


https://ejournal.lppnusantara.com/index.php/JGGLS/article/view/626
mailto:inggridsevlynxaph@gmail.com
about:blank
mailto:sulistioadiwinarto95@gmail.com
mailto:author2@gmail.com2
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN EMAS DIGITAL SEBAGAI OBJEK
PERJANJIAN GADAI
Inggrid Sevlin Angzina Dolu ', Sulistio Adiwinarto *

ekonomi, investasi juga dipahami sebagai pembelian barang-barang modal yang tidak langsung
digunakan untuk konsumsi, tetapi dimanfaatkan untuk proses produksi di kemudian hari.

Saat ini pilihan instrumen investasi sangat beragam. Namun, banyak orang masih
menganggap bahwa investasi hanya berkaitan dengan saham, padahal terdapat berbagai bentuk
investasi lainnya sepertinya emas, properti, deposito, reksa dana dan saham.

Berkembangnya pilihan instrumen investasi tersebut turut mendorong masyarakat
untuk memilih bentuk aset yang disesuaikan dengan kebutuhan nya sehingga, saat ini terdapat
2 jenis invetasi emas yang banyak di minati, yakni emas dalam bentuk fisik dan serta emas
dalam bentuk digital.

Keduanya memiliki ciri khas masing-masing. Emas fisik sendiri berupa batangan atau
koin yang keberadaannya dapat diamati dan digenggam secara langsung Memiliki emas fisik
memberikan pemiliknya kendali langsung atas aset tersebut. Sementara itu, emas digital hadir
dalam bentuk saldo elektronik yang merepresentasikan kepemilikan emas tanpa bentuk nyata,
di mana investor tetap memiliki hak atas sejumlah emas yang disimpan secara digital.

Seiring perkembangan teknologi yang semakin pesat dan meningkatnya kebutuhan
masyarakat terhadap layanan keuangan yang cepat serta efisien, muncul inovasi dalam sektor
layanan keuangan yang memanfaatkan teknologi, atau yang dikenal sebagai financial
technology (fintech).

Salah satu inovasi yang berkembang pesat adalah investasi emas digital. Inovasi ini
dianggap sebagai solusi atas berbagai keterbatasan dalam penggunaan emas fisik, seperti biaya
penyimpanan, risiko kehilangan, dan keterbatasan likuiditas. Melalui platform fintech,
masyarakat kini dapat membeli, menyimpan, bahkan menggadaikan emas digital secara daring
(online).

Tahun 2025 menandai fase penting bagi pertumbuhan investasi emas digital di
Indonesia. Kenaikan harga emas yang signifikan akibat ketidakpastian ekonomi global,
pelemahan nilai tukar rupiah, serta meningkatnya ketegangan geopolitik internasional telah
mendorong minat masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen emas digital. Data
menunjukkan peningkatan pesat pengguna platform seperti Tokopedia Emas dan Pegadaian
Digital, yang menjadi bukti tingginya partisipasi masyarakat dalam investasi berbasis teknologi
ini.

Fenomena meningkatnya transaksi emas digital juga diikuti dengan berbagai kasus dan
persoalan hukum di lapangan. Salah satunya terjadi pada Seorang nasabah Pegadaian bernama
Wahyu (35) membagikan pengalamannya saat menggunakan fitur Gadai Tabungan Emas

melalui Aplikasi Pegadaian Digital. Ia mengaku rutin menabung emas di Pegadaian karena
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prosesnya yang praktis dan cepat. Ketika membutuhkan dana, misalnya untuk berlibur bersama
keluarga, ia dapat menggadaikan Tabungan Emas sesuai kebutuhan dan dalam waktu sekitar
lima menit dana sudah masuk ke rekeningnya. Setelah menerima gaji, ia dapat langsung
menebusnya kembali sehingga saldo emasnya pulih seperti semula.

Menurut Wahyu, transaksi melalui Pegadaian Digital terasa sangat mudah, cepat, aman,
dan nyaman. Pengalaman tersebut menggambarkan kemajuan teknologi finansial yang
mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan keuangan, termasuk gadai emas secara
daring. Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan mengenai dasar hukum dan
kejelasan status aset yang digadaikan secara digital.

Emas digital sendiri merupakan bentuk kepemilikan emas yang diperdagangkan dan
disimpan secara elektronik melalui platform digital yang berizin resmi. Dalam mekanismenya,
investor dapat membeli emas murni dalam bentuk nominal gram yang tercatat sebagai saldo
digital di akun mereka. Namun, karena tidak berwujud fisik, emas digital tidak dapat dipegang
atau diserahkan secara langsung sebagaimana emas konvensional. Meskipun demikian, setiap
gram emas digital yang dimiliki tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat diperjualbelikan secara
sah melalui sistem yang diawasi oleh otoritas terkait.

Kemudahan dan fleksibilitas sistem digital tersebut telah meningkatkan minat
masyarakat untuk berinvestasi melalui platform fintech. Bahkan, layanan pegadaian digital kini
memungkinkan masyarakat menjadikan saldo emas digital sebagai objek jaminan pinjaman
tanpa harus menyerahkan emas dalam bentuk fisik. Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat
menggadaikan sebagian saldo emas digitalnya untuk memperoleh pinjaman dengan cepat,
efisien, dan aman

Namun, dari perspektif hukum perdata, kemunculan inovasi ini menimbulkan persoalan
yuridis yang cukup mendasar. Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik. Konsep
tersebut pada dasarnya masih berorientasi pada benda yang berwujud (fangible object). Oleh
karena itu, muncul pertanyaan apakah emas digital yang berbentuk saldo elektronik dapat
dikualifikasikan sebagai benda dalam pengertian hukum perdata Indonesia.

Lebih lanjut, permasalahan juga timbul dalam kaitannya dengan perjanjian gadai
sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata, yang menyatakan bahwa gadai merupakan
suatu hak yang diperoleh seorang kreditor atas benda bergerak, dengan penyerahan benda
tersebut oleh debitur kepada kreditor. Dalam konteks emas digital, penyerahan benda jaminan
tidak dilakukan secara fisik, melainkan melalui sistem elektronik yang hanya mengubah status

kepemilikan digital. Kondisi ini menimbulkan dilema hukum mengenai sah atau tidaknya

419



ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN EMAS DIGITAL SEBAGAI OBJEK
PERJANJIAN GADAI
Inggrid Sevlin Angzina Dolu ', Sulistio Adiwinarto *

perjanjian gadai yang dilakukan secara digital, karena tidak sesuai dengan prinsip penyerahan
nyata (real delivery) sebagaimana disyaratkan dalam KUHPerdata.

Selain itu, persoalan lain muncul terkait mekanisme eksekusi jaminan apabila debitur
wanprestasi. Dalam praktik gadai konvensional, kreditor berhak menjual benda jaminan
apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun, pada gadai emas digital, tidak ada
benda fisik yang dapat dijual secara langsung. Pertanyaan-pertanyaan ini menunjukkan adanya
kekosongan norma dalam pengaturan hukum positif mengenai eksekusi jaminan dalam
transaksi berbasis digital.

Dengan demikian, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis secara
komprehensif berbagai persoalan yuridis yang muncul dalam praktik gadai emas digital, yang
meliputi beberapa aspek utama, yaitu: pertama, masih dipertanyakan kedudukan emas digital
sebagai benda karena sifatnya yang tidak berwujud belum diatur jelas dalam Pasal 499
KUHPerdata; kedua, muncul isu mengenai keabsahan emas digital sebagai objek gadai
mengingat Pasal 1150 KUHPerdata mensyaratkan penyerahan fisik barang, sementara emas
digital hanya berbentuk saldo elektronik; dan ketiga, belum ada kejelasan mengenai
mekanisme eksekusi emas digital ketika debitur wanprestasi serta mengidentifikasi
kekosongan norma dalam hukum positif karena hingga saat ini belum terdapat aturan khusus

yang secara tegas mengatur mengenai gadai emas digital.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum
normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum dalam
peraturan perundang-undangan, doktrin, dan literatur hukum. Pendekatan yang digunakan
meliputi pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual
(conceptual approach), dan pendekatan kasus (case approach). Pendekatan tersebut digunakan
untuk menganalisis kedudukan emas digital sebagai benda dan sebagai objek perjanjian gadai
yang belum diatur secara tegas dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam

KUHPerdata.

Penelitian ini dilaksanakan pada tahun 2026 dengan menggunakan studi kepustakaan
sebagai tempat penelitian, baik melalui perpustakaan fisik maupun digital serta sumber resmi
dari instansi terkait. Sasaran penelitian ini adalah norma hukum yang mengatur tentang benda,
jaminan gadai, serta konsep hukum terkait benda digital. Adapun subjek penelitian meliputi

peraturan perundang-undangan, literatur hukum, doktrin para ahli, serta dokumen resmi yang
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relevan dengan permasalahan yang dikaji.

Bahan hukum yang digunakan terdiri dari bahan hukum primer berupa KUHPerdata
dan Peraturan Bappebti Nomor 13 Tahun 2019, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal,
dan karya ilmiah yang relevan, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum dan sumber
resmi dari internet. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dengan
cara mengumpulkan, menelaah, dan mengklasifikasikan bahan hukum yang berkaitan dengan
penelitian.

Prosedur penelitian dilakukan melalui tahapan identifikasi isu hukum, pengumpulan
dan pengelompokan bahan hukum, analisis terhadap norma dan konsep hukum, serta
penarikan kesimpulan. Instrumen penelitian berupa peneliti sebagai instrumen utama dengan
dukungan alat bantu seperti catatan dan perangkat digital. Analisis data dilakukan secara
kualitatif dengan menafsirkan norma hukum, mengkaji kesesuaian antara konsep dan praktik,

serta mengidentifikasi kekosongan hukum untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis.

Hasil dan Pembahasan
Hasil

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, diperoleh temuan utama (novelty) bahwa
emas digital memiliki kedudukan sebagai benda dalam hukum perdata Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdata, meskipun tidak berwujud fisik, karena tetap
memenuhi unsur sebagai objek hukum yang memiliki nilai ekonomi serta dapat dimiliki,
dikuasai, dan dialihkan. Kebaruan penelitian ini terletak pada penegasan bahwa emas digital
dapat diklasifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam rezim hukum kebendaan,
yang menunjukkan adanya perluasan makna benda dalam konteks perkembangan teknologi
digital. Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa emas digital secara konseptual dapat
dijadikan sebagai objek perjanjian gadai berdasarkan Pasal 1150 KUHPerdata, dengan
penafsiran bahwa objek gadai tidak terbatas pada benda berwujud, melainkan juga mencakup
benda tidak berwujud sepanjang memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan.

Kebaruan lainnya terletak pada reinterpretasi unsur penyerahan (inbezitstelling) dalam
gadai, yang tidak lagi dipahami secara semata-mata sebagai penyerahan fisik, tetapi juga
sebagai pengalihan kontrol atau akses dalam sistem elektronik. Lebih lanjut, penelitian ini
menemukan bahwa mekanisme eksekusi terhadap emas digital sebagai objek jaminan dapat
dilakukan secara elektronik melalui pengalihan hak, pemblokiran akun, atau pencairan saldo,
yang seluruhnya bergantung pada konstruksi perjanjian para pihak. Dengan demikian,

penelitian ini menawarkan konsep adaptasi hukum gadai terhadap aset digital sebagai bentuk
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respons terhadap perkembangan teknologi, sekaligus menegaskan urgensi pembaruan hukum

untuk memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan emas digital sebagai objek jaminan.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa emas digital dapat dikategorikan sebagai benda
dalam hukum perdata Indonesia. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 499 KUHPerdata yang
mendefinisikan benda sebagai segala sesuatu yang dapat dimiliki dan dikuasai oleh subjek
hukum. Dalam konteks ini, emas digital meskipun tidak berwujud tetap memenuhi unsur

kebendaan karena memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hak milik.

Temuan ini juga memperkuat pandangan doktrin hukum yang menyatakan bahwa objek
hukum tidak selalu harus berwujud fisik. Dalam perkembangan hukum modern, benda tidak
berwujud seperti hak, piutang, maupun aset digital telah diakui sebagai bagian dari hukum
kebendaan. Dengan demikian, klasifikasi emas digital sebagai benda bergerak tidak berwujud

merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan teknologi.

Selanjutnya, terkait dengan kedudukan emas digital sebagai objek gadai, hasil
penelitian menunjukkan bahwa secara konseptual hal tersebut dimungkinkan. Hal ini sejalan
dengan pendapat para ahli, seperti Djaja S. Meliala, yang menyatakan bahwa objek gadai tidak
hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga mencakup benda tidak berwujud sepanjang
dapat dialihkan dan memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian, emas digital memenuhi syarat

sebagai objek jaminan.

Namun, terdapat tantangan dalam penerapan ketentuan Pasal 1150 dan Pasal 1152
KUHPerdata, khususnya terkait unsur penyerahan (inbezitstelling). Secara klasik, penyerahan
dipahami sebagai penyerahan fisik benda kepada kreditur. Akan tetapi, dalam konteks emas
digital, hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep ini mengalami pergeseran menjadi
penyerahan secara elektronik, yaitu melalui pengalihan kontrol atau akses dalam sistem digital.

Hal ini menunjukkan adanya perkembangan interpretasi hukum yang lebih fleksibel.

Lebih lanjut, dalam hal eksekusi jaminan apabila debitur wanprestasi, penelitian ini
menemukan bahwa mekanisme eksekusi emas digital sangat bergantung pada konstruksi
perjanjian. Hal ini sejalan dengan asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUHPerdata

yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian. Oleh karena
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itu, klausul mengenai mekanisme eksekusi, seperti pemblokiran akun atau pengalihan saldo,

menjadi sangat penting untuk memberikan kepastian hukum.

Jika dibandingkan dengan sistem jaminan kebendaan konvensional, eksekusi emas
digital memiliki karakteristik yang lebih praktis karena dapat dilakukan secara elektronik tanpa
melalui proses fisik. Namun demikian, kelemahan utamanya terletak pada belum adanya
pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur emas digital sebagai objek jaminan

kebendaan dalam peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk
pembaruan hukum (legal reform) guna memberikan kepastian hukum terhadap penggunaan
emas digital sebagai objek jaminan. Tanpa adanya pengaturan yang jelas, potensi sengketa
antara kreditur dan debitur akan semakin besar, khususnya dalam hal pembuktian dan

pelaksanaan eksekusi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan, dapat ditarik
beberapa kesimpulan sebagai berikut. Pertama, emas digital memiliki kedudukan hukum
sebagai benda menurut hukum perdata Indonesia. Hal ini dapat ditinjau dari ketentuan Pasal
499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan meliputi
setiap barang dan setiap hak yang dapat dikuasai berdasarkan hak milik. Meskipun emas
digital tidak memiliki bentuk fisik secara langsung dalam penguasaan pemiliknya, namun
keberadaannya tetap memiliki nilai ekonomi, dapat dimiliki, dikuasai, serta dapat dialihkan
kepada pihak lain melalui sistem elektronik. Oleh karena itu, emas digital dapat
dikualifikasikan sebagai benda bergerak tidak berwujud karena eksistensinya
direpresentasikan dalam bentuk data elektronik yang menunjukkan kepemilikan atas sejumlah
emas tertentu.

Emas digital secara konseptual dapat dijadikan sebagai objek perjanjian gadai berdasarkan
ketentuan Pasal 1150 KUHPerdata, sepanjang memenuhi unsur sebagai benda bergerak dan
terdapat mekanisme penyerahan kepada kreditur. Dalam perkembangan praktik hukum
modern, konsep penyerahan (inbezitstelling) tidak selalu harus dimaknai sebagai penyerahan

fisik, melainkan dapat dilakukan melalui pengalihan penguasaan atau kontrol terhadap objek
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dalam sistem elektronik. Dengan demikian, penyerahan emas digital dapat dilakukan melalui
mekanisme pengalihan akses, pemblokiran akun, atau pengalihan hak dalam platform digital
yang disepakati oleh para pihak. Selain itu, asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur
dalam Pasal 1338 KUHPerdata memberikan ruang bagi para pihak untuk menyepakati emas
digital sebagai objek jaminan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang
berlaku.

Eksekusi emas digital sebagai objek jaminan pada dasarnya dapat dilakukan apabila
debitur melakukan wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 dan Pasal 1243
KUHPerdata. Dalam hal ini, kreditur dapat melaksanakan haknya untuk memperoleh
pelunasan utang melalui mekanisme yang telah diperjanjikan sebelumnya, seperti pengalihan
kepemilikan emas digital atau pencairan saldo emas digital yang dijadikan jaminan. Namun
demikian, karena belum adanya pengaturan khusus dalam peraturan perundang-undangan
mengenai kedudukan emas digital sebagai objek jaminan kebendaan, maka pelaksanaan
eksekusinya masih sangat bergantung pada konstruksi perjanjian yang dibuat oleh para pihak.
Oleh karena itu, secara konseptual diperlukan pengaturan hukum yang lebih jelas agar

memberikan kepastian hukum dalam praktik penggunaan emas digital sebagai objek jaminan.
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